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BBUUPPAATTII BBAANNYYUUMMAASS

PPEERRAATTUURRAANN DDAAEERRAAHH KKAABBUUPPAATTEENN BBAANNYYUUMMAASS

NOMOR 11 TAHUN  2011

TTEENNTTAANNGG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BBUUPPAATTII BBAANNYYUUMMAASS,,

Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat

penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan

pembangunan nasional dan daerah, usaha penyediaan

tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya

perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan

pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah

yang cukup, merata, dan bermutu;

b. bahwa sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan

demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara maka Pemerintah Daerah

mempunyai peran dan kewenangan dalam usaha

penyediaan tenaga listrik;

c. bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat

membahayakan sehingga penyediaan dan
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pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan

keselamatan ketenagalistrikan;

d. bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai potensi yang

besar bagi usaha penyediaan tenaga listrik beserta usaha

penunjangnya maka pengelolaan usaha ketenagalistrikan

di Kabupaten Banyumas memerlukan pengaturan arah

kebijakan ketenagalistrikan daerah;

e. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas  Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dan perlu

dicabut;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3394) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik



4

Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang

Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3957);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009

Nomor 5 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara

Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagalistrikan.

3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Banyumas.

6. Bupati adalah Bupati Banyumas.

7. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung

jawab di bidang ketenagalistrikan.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi pelayanan

perizinan.

9. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan

hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

10. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan  nama atau bentuk apapun persekutuan,

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan

usaha lainnya.


